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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK (Pemutusan 

Hubungan  Kerja) tidak mendapatkan pesangon dalam Hukum Islam 

yaitu pekerja/buruh dapat menuntut haknya terhadap perusahaan yang 

melakukan PHK, hal ini didasarkan pada QS. Al-Isra’: 34 bahwa 

perusahaan harus memenuhi janji yang dibuat diawal yaitu memberikan 

uang pesangon terhadap pekerja/buruh yang di PHK, apabila 

perusahaan tidak memberikan pesangon kepada pekerja/buruhnya maka 

perusahaan telah  melanggar aturan pemerintah dan dikenakan ta’zir.  

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) tidak mendapatkan pesangon dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu apabila 

pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya maka pekerja/buruh dapat 

melakukan proses penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan 

bipartit secara musyawarah terhadap perusahaan, jika tidak ditemukan 

kata mufakat maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan terhadap 

perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan pada 

Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena 

berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan 
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mengatakan bahwa perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon 

bagi pekerja/buruh yang di PHK.  

3. Persamaan dan perbedaan antara perlindungan hukum terhadap 

pekerja/buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak 

mendapatkan pesangon dalam Hukum Islam dan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan yaitu persamaannya 

ialah bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam Hukum 

Islam telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana 

keduanya sama-sama melindungi hak. Sedangkan perbedaannya dalam 

Hukum Islam perlindungannya lebih menekankan pada akad perjanjian, 

sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah jelas bahwa 

pekerja/buruh yang di PHK wajib mendapatkan pesangon. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: 

1. Pengusaha diharapkan menepati janji sebagaimana yang telah 

tercantum dalam perjanjian kerja. 

2. Pengusaha diharapkan memberikan hak pekerja/buruh yang di PHK 

berupa pesangon. 

3. Pengusaha diharapkan mentaati aturan yang sudah dibuat pemerintah 

agar timbulnya keadilan. 
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